PEMERINTAH KABUPATEN PEEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP [0285) 381000 - 351001 FAX. 381006

KAJEN Kode Pos: 51161

KEPUTUSAN BEKRETARIS ]?'LE'.RHE EABUPATEN PEKALONGAN
0 D

NOMOR S10-4 § TAHUN 2017

TERTARG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN LEMBAGA FENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL POS PAUD DEWANTARA MULYA

SEKRETARIS DAERAH KABLIPATEN PERALONGAN,

Membaca

Surat permohonan izin pendirtan Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini Non Formal Pos Paud Dewantara Mulys
yvang diajukan olch Pengurus PEBM Dewantara Mulya
Desa  Sidomulys Kecamatan Lebakbarang MNomor
B00/ 03 /2016 tanggal 16 Maret 2016 yang berkedudukan
di J. Raya Sidomulya Desa Sidomulye Kecamatan
Lebakbarang;

. Burat Kepala UPT Dines Pendidikan dan Kebudayoan

Menimbang: a.

Lebakbarang MNomor @ 420.1/09/2017, tanggal 10
Februari 2017 tentang Surat Rekomendasi Pemberian
lzin Pendidan Pos PAUD Dewantara Mulya Desa
Sidomitlyo Kecamatan — Lebakbarang — Keabupaten
Pekalongnn;

bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi
dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal Pos Paud Mutinmm Kasih oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayasan HEabupaten Pekalongan, telah sesuai
ketentuan Pasal 5 dan Pasal & Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayoan HNomor Bl Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka
periu diberikan izin pendirian;

bahwa  berdasarkan — perimbangan — sebagaimans
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan Keputusan
Bebretaris  Daerah Kabupaten Pekalongan tentang
Pemberian 1zin Pendirian Lembags Pendidikan Anak Usia
Dini Non Formal Pos Paud Dewantara Mulya;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Mengingat -

Pembentukan — Dasrah-dserah  Kabupaten — dalam
Linglungan Propinsi Jaws Tengah;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Dasrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsl Jawa Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momas 2757,



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negarm  Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lambaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daemh (Lembaran  Negara Republik
[ndonesta Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 5587), sebagalmana
telah bebermpa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undpng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor S679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Tbukota Kabupaten Tingkat 1l Pekalongan
dari Wiloyah Kotamadya Daerrah Tinglkat I Pelalongan ke
Kota Kajen d4di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1586 Nomor 70§;

B, Pemturan Pemenntah Nomor 21 Tabun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayvah Kstamadya Daerah Tinghkat 11
Pekalongan, Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Pekalongan dan
Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Batang (Lembaran MNegara
Republik Indonesin Tabun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Permnturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran  Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
69, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mamor 34850,

8. Permturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasionol Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 NMomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4496] sebagaimans
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  dengan
Perabtwran Pemerntmh Nomor 13 Tahon 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor
45, Tambahan Lembaran Negam HRepublik Indonesia
Momaor SHT0);



Menetapkan:
: Memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia

KESATL

9.

1.

11.

1.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negars Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
21035}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Persturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2005
tentang Tahun 2010 tentang Penpelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvean Nomaor B1
Tahun 2013 tentang Pendirian Satpan Pendidikan Non
Formal [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
MNomaor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan don Kebudaysan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendinian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudeyaan Momor
137 Tabun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Annk Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668):

Peraturan Dasrah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Dasrah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Momor 41) sebagaimans teleh diubah denpan Peraturan
Daerah Eabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8  Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Daerah
Eabupaten Pelalongan Tahun 2015 Momor 5, Tembahan
Lembaran Dasrah Kabupaten Pekalongan Bomor 46);

MEMUTUSKAN:

Dini Non Formal Pos Paud:
hama Lembaga :  Pos Paud Dewantara Mulya

Fragram : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal

Alamat : Dukuh  Parakan Desa  Sidomulbyo
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten
Pekalongan

Pengelola :  PEBM Dewantara Mulya

Berdiri sejnk ;1 Juli 2016



KEDUA - Pemberian ifin pendirian scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUD perlu diadakan wverifikasi ulang untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun.
KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam  Dikitum
KESATL berkewsjiban:
|, menyelenggarakan kegintan belajar mengajr sehingga
dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masvarakat,

2, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau yang skan ditentukan kemudian;

3. menginmkan laporan berkala sesual dengan ketentuan
menunat model yang ditentukan; dan

4. apabila dikemudian hari termyata Batuan Pendidikan
Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang
dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
vang berlaku, maka izin sewaktu-wakii dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan  di Kajen
pada tanggel 5 Juny o7

l. Bupati Pelcalongan [uh-u.p.l.lup:u-um

2. Kepala Dinss Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;

4, Pl Kepala Dines Pendidilean dan Kebudayaan Kabupaten Pekalonggarn;
o, Arsip.



YAYASAN "DEWANTARA MULYA"

ALAMAT : JI. RAYA SIDOMULYO
KEC. LEBAKBARANG KAB. PERALONGAN

—_———————————————————

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN "DEWANTARA MULYA™
DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN

Nomer: 012/SK-1/YDM/VI/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYAKAT (PKBM)
DEWANTARA MULYA
Ketua Yayasan “Dewantara Mulya”™
Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang, setelah

Menimbang:
1. Bahwa Pendidikan luar Sekolah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional
2. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan
meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

¢) Peraturan Penerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

d) Peraturan Penerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar

¢} Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

f) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta
Aksara (GNP-PWB/PBA)

g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan
Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA)

h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional MNomor 1l Tahun 2007 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :Keputusan Ketua Yayasan Dtv_.wnlam Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang

Ketiga

Keempat

Kab. Pekalongan tentang pendirian dan penunjukan pengelola Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec.
Lebakbarang Kab. Pekalongan,

‘Meresmikan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara
Mulya Desa Sidomulyo Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan, dengan program
kegiatan I) Program Kesetaraan Paket B dan C;2) Taman Pendidikan Al Qur’an
(TPA/TPQ).

:Menunjuk dan Menetapkan susunan Pengurus Program pada Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) Dewantara Mulya Desa Sidomulyo Kec.
Lebakbarang Kab. Pekalongan bertugas untuk melaksanakan Program pada Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
musyawarah bersama.

Jika dikemudian han terdapat kekeliruan dalam surat imi, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sidomulyo
Pada tanggal: 01 Juni 2016
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